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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

INSPEKTUR KABUPATEN TANAH LAUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Internal/Eksternal Pada Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur
Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten
Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal
Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 65);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 16).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth. :

MEMUTUSKAN:

: Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

: SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU wajib dipergunakan dalam melakukan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Desember 2019

NIP.19601128 198202 1 003

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
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